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ABSTRAK

Artikel ini berjudul Pengintegrasian Data Electronic Government ke Dalam Website Pemerintah
Dagerah. Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan serta menganalisis Pengintegrasian Data
Electronic Government ke Dalam Website Pemerintah Daerah.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah belum maksimalnya Pengintegrasian Data Electronic
Government ke Dalam Website Pemerintah Daergahnﬂ'el‘d'ui Joeberapa pentahapan. Pentahapan tersebut antara
lain. tahap yang pertama, tahap intepretasiz=yaitu sosialisas nTengenaJ penygjian informasi di lakukan setiap
tahunnya sehingga dapat diketahuiméngenai kemajuan dari |mplem'éntas program electronic government
melalui website penyelenggaran"Pemen ntah Kota Singkawang. Tahap kefltia, yaitu tahap pengorganisasian
belum adanya standar ;.eséaur operas pada Bagian pengolah Data ElektrontksSekretariat Daerah Kota
Singkawang sehinggadalam melakukan-pekerjaan dapat dilakukan secara optimal, “sumber daya manusia
mengenai paj abat yang belum diisi padaKepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Perangkat* lunak agar segera
melakukan pgﬂglsan pejabat pada Sub Bagian Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Baglan Pengolah Data
Elektronik ;Sekretariat Daerah Kota Singkawang, penetapan managjemen pelaksana kebijakan deﬁgan terus
berkoorglmas petugas- bagian pengelola data SKPD terkait agar data yang disampaikan sesuai “dengan
permintacan Bagian PDE Setda Kota Smgkawang, Penetapan Jadwal Kegiatan berdasarkan time schedule'yang
telah dibuat agar. pelaksaan program jdan Kegiatan pada Bagian Pengolah Data Elekironik Setda Kota
Singkawang dapat terlaksana yang sudaft.ditetapkan sebelumnya. Serta ketiga, tahap aplikasi-yaitu koordinas!
yang tidak begitu baik dengan petugas pengelola data-SiPB dalam mengumpulkan data, aplikas website masi
hanya sampai pada tahap publish memberikan informasi—dan mendownload data. Serta hosting pada website
yang masih’menumpang pada Pontianak Post sehinggasapabila hosting tersebut putus maka pengunj ung yang
mengakses website tersebut mengalami gangguan. s i

| i j
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The Entitled of this article "Integrating Data Eleqtronlc Government to Local Govermnt Website?. This
Article IS intended to describe and analyze the Integ?atl ng Data Electronic Government to Local Govermnt
Website 'Fhe conclusion of this research is not maximal Tntegrating Data Electronic Government,to Local
Govermnt Website several phases. Phasing.among others. The fist stage, the Phase Interpretation is sociaization
of the presentation information that doing‘each year-that can-be known about the progress from implementation
government electronic program through the website of |mplementat|0n Smgkawang City Gavernnent. The
second stage, the stage of organizing the lack of standard eperating procedures.on Electronic Data processing
Section Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Singkawang so in doing the work can be
done optimally, théihuman resources official who has not been charged in the Sub Division Manager of
Information Systems and Software to immediately fill officials at the Sub Division-of [Aformation Systems and
Software Bagian Pengolah Data Elekironik Sekreteriat-DaerahKota Sn’rgkawang, management determination to
continue implementing coordinated policy officer on education-related data management to ensure data
submitted in accordance with Demand Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Singkawang City,
Determination of Activity Schedule by time schedule has been made to the implementation of programs and
activities on the Bagian Pengolah Data Elektronik Singkawang City can be accomplished predetermined. And
the last , the application stage which isn good coordinate with the data management officers on education in
collecting data, The application site is still only reached the stage of published information and data download.
As well as hosting on the website still ride in Pontianak Post,so when the hosting is broken or dissconect then
the visitors who access the website also impaired.

Keyword:  Implementation Electronic Government Program, Intepretasi Data, Organization Website,
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Aplication to Program

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini penggunaaan informasi, komunikasi
dan teknologi (Information, Communication and
Technology atau ICT) telah berkembang luas, dimana
tidek terbatas pada bidang-bidang industri dan
perdagangan saja, hamun bidang-bidang lainnya,
seperti:  pendidikan,  kesehatan,  perdagangan,
perekonomian dan sebagainya. Pesatnya kemajuan
teknologi informass dan komunikas merupakan
peluang baru bagi pemerintah karena dengap_,_
memanfaatkan teknologi informas dan komunl-kés
dalam penyelenggaraan pemermtahan ,dapat dicapai
efisiens dan efektivitas proses kegjd] pemerintah. Hal
ini kemudian mengarah padasterwujudnya perbaikan
pelayanan pemerintah ki a masyarakat.

Berbagai aplikas' “dici ptakan dalam mewujudkan
sistem kerja yafg efektif, .efisien, transparan dan
akuntabel. KEbUtuhan untuk'-meningkatkan proses
kerja yang cepat, «tepat,’ dan akurat - menuntut
pemenntah untuk secepatnya dapat beradaptasi
dengan perkembangan teknologi informa§ dan
komunikasi. Penyelenggaraan pemerifitahan
menggunakan=teknologi informasi dan komunikas
dalam perkembangannya dikenal sebagai electronlc
ggvernment =

,' Inisiatif e-government di Indonesia: telah
diperkenalkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nq
3 Tiahun 2008 tentang kebijakan dan strategi Nasio
peri'gembangan e-government. Pada intinya, I;npé:l

tersebut membahas tentang Kebijakan dan §J|=ateg| .

Na5|6na| Pengembangan electronic  government. =
Lebihy jauh lagi,
diperkénalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-
kantor 'pemermtahan Jaringan internet merupakan
salah satly satu area dimana internet.dapat digunakan
untuk meflyediakan akses. bagi semua masyarakat
yang berupa pelayanan yang mendasar -antar
masyarakat dan institusi pemérintah: : '

Saat ini hampir semua pemerintahan daerah di
Indonesia sudahy, mempunyai website, dengan is
informasi umum seperti struktur organisasi, vis dan
misi, alamat pejabatspejabat, informas pariwisata,
pendidikan dan sebagainya ~Melalui__website ini
masyarakat dapat mengetahui potensi daerah dan
mengetahui tentang jalannya pemerintahan.

Salah satu dari program electronic government
yaitu Situs website Pemerintah Daerah merupakan
sdlah satu  strategi  didllam  melaksanakan
pengembangan  electronic  government  secara
sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur.
Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan
publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
melalui jaringan informasi.
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4 WWW. Singkawangkota go.id.

Situs Website Pemerintah Daerah khusunya
Pemerintah Kota Singkawang yaitu
singkawangkota.go.id dimaksudkan untuk diterapkan
dan digunakan untuk memberikan informas dan
layanan kepada masyarakat maupun kepada Pegawai
yang mengakses website singkawangkota.go.id

Adapun informasi yang masuk dalam kategori
tersedia dalam pengelolaan website
www.Singkawangkota.go.id yaitu seluruh kebijakan
badan publik atau satuan kerja perangkat daerah,

“rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan

pengeltiakan  tahunan badan publik, informasi dan
kebijakan yéh'g-d&ampa:kan penjabat publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum, transparansi
anggaran. Sebagai contéha Supaya masyarakat atau
wisatawan” baik itu domestik*smaupun internasional
apabila ingin mengunjungi  Kota*Singkawang harus
mencari informasi. mengenai objek Wisata apa sgja
yang ada pada daerah tersebut, Salah satr gara untuk
mencari informasi tersebut bisa menggunakart website
www. Singkawangkota.go.id, akan tetapi pada web,ste
tersebut belum memasukan data objek wisata yéng
ada pada K ota Singkawang. |

- Selain itu juga fenomena-fenomena yang muncul
pada saat pra penelitian adalah adanya keluhan darr
masyarakat lewat buku tamu pada website tersebut.

ah .satu contoh yaitu mengenai,  lambannya
publikasi video pelantikan Walikota = Singkawang

ingga menyebabkan data tidek up*to da’ce
Eehemuman pada sarana dan prasarana, Webste

hosting masih

electronic  government mehl

memmpang pada Pontianak Post di Pontianak. Kétika
hasti 'hg tersebut mengalami  gangguaan i akan
- menyebabkan website tersebut tidak bisa diakses oleh
¥ masyarakat--atau seseorang yang ingin membuka
website tersebut. J

Mencermati penerapan website
WWW.Si nqkawanqkotaqo id, terllhaj; belum
dimanfaatkannya secara maksimal joleh Bagian
Pengolah Data. Elektronik Sekretarigt Daerah Kota
Singkawang yaitu untuk mengambil data, staf bagian
pengolah data elektronik yang akan mengambil data
masih mendatangi masing=masing unit kerja pada
Satuan-KerjaPerangkat Daerah (SKPD) yang akan
dipublikasikan data nya waaupun telah ada
penunjukkan staf pada masing-masing SKPD.
Pengupdatean informasi pada website belum
dilakukan up to date data pada website.

Selain itu juga, pada Kepala Sub Bagian
Informasi dan Perangkat Lunak Bagian Pengolah Data
Elektronik Sekretariat Daerah Kota Singkawang
masih kosong belum ada pejabat yang hingga saat ini
mengis jabatan tersebut sehingga tugas dan fungsi
Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Perangkat
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Lunak dibebankan kepada Kepala Sub Bagian
Pengolah Data dan Sarana Teknologi Informasi, jenis
pelayanan pada website singkawang.go.id hanya pada
tahap publish.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan
bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Bagian
Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang

berkaitan dengan pelaksanan program electronic
government melalui penyelenggaraan wesbite
Pemerintah Kota Singkawang, melalui beberapa
pentahapan yakni
1. Tahap Intepretasi
2 Tahap Pengorganisasian T
3. Tahap Aplikasi f_..r‘-“'

o

B. METODE PENELITIAN
F:"

Peneliti menggUnakan penelitian=deskriptif
kualitatif, yang n],elnt]%kri psikan proses | mplementasi
e-government #Melalui Penyelenggaraan  website
Pemerintah Kota Singkawang

Berdasarkan latar belakang yang telah
d|kemukakan ,maka’syang menjadi foku$ dalam
pegel'ltlan ini addah proses implementasi program
electronic government melalui  penyelenggaraan
website Peméfintah Kota Singkawang:, Adapu
Informan yang'menjadi Subjek penelitian ini meliputi

18 Kepala.Bagian Pengolah Data Elektronik Ferdysmms

4 Gumai, S.Sos.M.Si.Pimpinan sebagai pengambil
'J,keputusan pada unit kerjannya sehingga
iwawancarai.
2. Kasubag Pengolahan Data dan Sarana Tekm g|i
Ifformasi, Heru Susanto.S.Kom.Yaitu b
yang menangani sarana dan prasarana seh
diwawancarai. W
Beberapa sumber daya aparatur pada Bagian [=
Peng’('-alah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota '
Smgkawang,
Yaitu staf pelaksana yang menangani langsung
melakukan pengolahan data_elektonik sehingga
diwawancagai. ) '
a Penygi ‘Data Base Kota ‘danInfrastruktur
Jaringan yaitu Fajar Kristanto.
Pengolah Bahan Kebijakan Perhubungan
Komunikas dan }nformatlka yaltu Andrie
yadiartanto, S.Kom.
Penyusun Bahan Kebijakan Pengembangan
Sistem  Informasi yaitu  Chrismawati
Romauli.S, S.Kom.
Pengelola Data Base Sistem Informas yaitu
Susana, S.Kom.
Sub bidang mutasi Badan Kepegawaian dan Diklat
Kota Singkawng. Ari Sastriyana, S.STP. yaitu
Bagian yang melakukan penataan pejabat
struktural pegawai sehingga diwawancarai.

b.

—

d.
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5. Petugas Pengelola Data Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Singkawang, Eko
Subyanto,SP.MT.Yaitu Petugas yang mengelola
data pada kantor.

Petugas Pengelola Data Dinas Perikanan dan
Peternakan Kota Singkawang, Dra.Elina yaitu
Petugas yang mengel ola data pada kantor
Masyarakat, Andi yaitu Orang yang mengakses
website

Teknik dan aat pengumpulan data yaitu
menggunakan teknik wawancara, teknik observasi,
dan dan teknik dokumentasi.

Teknik Analisis Data yaitu menggunakan
redukq data, penyagjian data, kesimpulan dan
verifikasi™™s —

_
C. TINJAUAN PU'S*F.A_l(A
1. KerangkaTeori oy,

Model yang digunakan untulg menganalisis
proses implementasi kebijakan ini ‘falah Model
implementasi  Charles - O’Jones (dalam "\Widodo,
2006:96), mengemukakan [-teori  implementasi
kebijakan yang terdiri dari tiga‘aktivitas utama yang

sangat penti ng dalam implementasi” kebijakan publik;,

Tahap Intepretasi, yaitu usaha untuk mengerq
apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan
dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan

| akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan.

, Dimens intepretas ini hampir sama dengén
+ i yang dikemukakan oleh Edwards™ Ill dalam

dimensi komunikasi. Jones mengutip pendapat
| Edwards |11 sebagai berikut :

“The first requirement for effective pollcy
implementation is that those who are to
implement a decision must knom what they are
supposed ~ to do... If policies arey to be
implemented properly, implementationdirectives
must-not only be received, but they must also be
clear. If they-are-not, |mplementers will be
confused about-what they should' do, and they
will: have discretion to impose their own views
on the implementation of policies, views that
may be different from those’of their superiors”.
(Syarat pertama-untuk |mplementa5| kebijakan
yang efektif adalah bahwa mereka yang
melaksanakan keputusan harus tahu apa yang
seharusnya mereka lakukan ... Jika kebijakan
harus diterapkan dengan benar, arahan
pelaksanaan tidak hanya harus diterima, tetapi
mereka juga harus jelas. Jika mereka tidak,
pelaksana akan bingung tentang apa yang harus
mereka lakukan, dan mereka akan memiliki
keleluasaan untuk memaksakan pandangan
mereka sendiri tentang pelaksanaan kebijakan,
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pandangan yang mungkin berbeda dari atasan
mereka) (dalam Jones, 1984:178).

Agar tidak terjadi kebingungan apa yang
akan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan,
maka mereka yang menerapkan keputusan
harusdah tahu apa yang seharusnya mereka
lakukan, sehingga para pelaksana dapat
mengetahui dengan pasti tujuan apa yang hendak
dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut.

Tahap intepretasi juga merupakan tahapan
penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat
abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersfat
teknis operasional. Kebijakan umum,s safall
kebijakan strategis akan dijabarkan*Ke dalam
kebijakan manajerial dan kebr['aikan manajerial
akan dijabarkan dalamf  kebijakan teknis
operasional. (dalamidodo, 2006: 90):

Kebuakanftlmum atau kebijakan istrategis
diwujudkan dalam bentuk', peraturan daerah,
kebuakaﬂ mana;erlal diwujudkan dalam bentuk
keputdisan-keputusan kepala daerah-. (walikota
atall bupati) dan kebijakan teknis operasional

gdiwujudkan .dalam bentuk kebijakan *kepala

' dinas, kepalasbadan atau kepala kantor sebagai

|
|

unsur pelaksana teknis pemerintah daerah.

.

Intepretasi kebijakan tersebut tidak sekedar
menjabarkan sebuah kebijakan yang masih
bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat
lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan

=]

| kegiatan mengkomunikasikan kebijakan
“J seluruh  masyarakat dapat mengetahw
-.memaham apa yang menjadi arah kebij;

ar

o

‘tersebut Kebijakan perlu dikomunikasikan atau ==

disosialisasikan agar mereka yang terllbat-,ib,alkl 0 —«*‘_e-

langsung maupun tidak langsung terhadap
kebijakan sehingga akan dapat menerima, l
meﬁdukung pelaksanaan kebijakan yang ada:

Tahap l?engorgamsasan merupakan Suatt upaya
untuk menetapkan dan ‘menata kembali sumber
daya (solrces), unit-unit ((units),  dan metode-
metode (methods) yang mengarah pada upaya
mewujudkan &tau merealisasikan kebijakan yang
menjadi hasil (Outcome) sesuai dengan apa yang
menjadi tujuan dan sasaran-kebijakan. Adapun
variabel dalam tahap pengorganisasian yaitu:

a. Pelaksana kebijakan (Policy implementor),
pelaksana kebijakan sangat tergantung
kepada jenis kebijakan apa yang akan
dilaksanakan, namun setidaknya dapat
diidentifikasi seperti: Dinas, Badan, Unit
Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan
pemerintah daerah, sektor swasta, Lembaga
swadaya Masyarakat (LSM) dan komponen
masyarakat.

Triatmojo
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

b. Standar Prosedur Operas (Standard
Operating Procedur), setiap melaksanakan
kebijakan perlu ditetapkan  standard
operating  procedure (SOP)  sebagai
pedoman, petunjuk, tuntutan dan refrensi
bagi para pelaku kebijakan agar mereka
mengetahui apa yang harus disiapkan dan
lakukan, siapa sasarannya, apa yang harus
disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya,
dan hasil apa yang ingin dicapai dari
pel aksanaan kebijakan tersebut.

c. Sumber Daya Keuangan, Peralatan dan

Manusia, besarnya anggaran  untuk
_ melaksanakan kebijakan tentunya
tefgqntung kepada macam dan jenis
kebijakan,yang akan dilaksanakan baik itu
yang berasalsdari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara @tPBN) maLpun Anggaran
Pendapatan Belanja™s,Daerah  (APBD).
Demikian juga dengan pé'rra[an dan sumber
daya manusiasyang cukup dan memadai
sehingga tercapai efektifitas danwefisiensi

,dalam mel aksanakan kebijakan.
d.’ Penetapan Manajemen Pel aksanaan
K ebijakan, manaj emen pel aksanaan,

kebijakan dalam ha iniditekankan pada
Jpola kepemimpinan dan koordinasi dalam
*melaksanakan kebujakan. Apabila ditunjuk
salah satu di antara pelaku kebijakan untuk
menjadi koordinator biasanyalembaga yang
terkait erat dengan pelaksanaan kebuak,an
yang diberi tugas sebagai |éading sector
bertindak sebagai  koordinator  dalam
pel aksanaan kebijakan tersebut. ]
Penetapan  Jadwal Kegiatan, fagar
pelaksanaan kebijakan menjadi baik jdalam
proses pelaksanaan kebijakan maka perlu
ada jadwal kebijakan. Jadwal kebijakan
tersebut harus- diikuiti dan dipatuhi secara
=konsisten oleh para pelaku kebi Jakan

Tahap Apllkas merupakan penerapan secara
ruting darii. segala keputusan .fdan peraturan-
peraturan dengan melakukan’kegiatan-kegiatan
untuk tercapainya tujuan kebijakan.

Jones...(1984:180) menyatakan bahwa
Application simply refers to doing the job. It
includes “providing goods and services” as well
as other programmatic objectives (for examples,
regulation and defense). Aplikas hanya
mengacu pada melakukan pekerjaan. Ini
termasuk "menyediakan barang dan jasa' serta
tujuan program lainnya (sebagai contoh, regulasi
dan pertahanan).

Application is often a dynamic process in
which the implementor are enforcer is guided
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generally by program directives or standards
and specifically by actual circumstances.
Penerapan seringkali merupakan suatu proses
dinamis dimana para pelaksananya ataupun para
petugas diarahkan oleh pedoman program
maupun patokan-patokannya, ataupun secara
khusus diarahkan oleh kondis yang aktual.
(Jones, 1984:180).

Selanjutnya, dalam melaksanakan
kebijakan, para pelaksana diarahkan oleh
pedoman-pedoman program maupun patokan-
patokannya. Selain itu pelaksanaan pun bersifat
dinamis. Hal ini sebagaimana dlsampajkar; oleh™
Jones:

Suatu  penafsiran pglm‘s dan yang
berwenang mungkin tak, akan dapat dipraktekkan
di lapangan, dan sepaﬂ‘knya penerapan seringkali
merupakan suaty”proses dinamis di mana para
pelaksananyd ataupun para. petugas diarahkan
oleh pefloman program maupun patokan-
patokmnya_ ( dalam Jones, 1991:325).,

# Ddam- aplikas kebijakan, pelaksanaan
4 harus juga memperhankan aspek  efektivitas,
efisiensi, dan objektivitas. Mengenal hal ini,
| Jones mengemukakan:
' Aplikasi pelaksanaan kebijakan publlk
| merupakan suatu proses aktif dan selalu berubahg
| Hal .ini tidek hanya menunjuk pada sebuah
1 kemungkinan kecil terhadap penerapan harfiah
i suatu peraturan, tetapi juga menunjukkan baH/va
. | mereka yang membuat upaya semacam |tﬂ:‘@l§

program program electronic government  belum
berjalan secara maksimal.

Dengan melihat pernyataan tersebut di atas
telah membuktikan bahwa implementasi electronic
government melalui  Penyelenggaraan Website
Pemerintah Kota Singkwang masih belum berjalan
dengan efektif. Untuk menjawab pertanyaan tersebut

pada pembahasan ini penulis akan menganilisi proses

implementasi  electronic  government  melalui
penyelenggaraan  website  Pemerintah Kota
Singkawang.

Implementasi program kebijakan merupakan
_proses kegiatan yang diarahkan untuk mencapai
“{Uftran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.
Implem'ehfasi..k’}kebijakan lebih menekankan pada
tataran pelaksanasgtau aksi dari kebijakan setelah
ditetapkan oleh pemermtah instansi  maupun
organisasi.. Keberhasilan 'syatu  kebijakan publik
sangat ditentukan oleh bagalmhna kebijakan publik
tersebut diimplementasikan. e

Beberapa pentahapan' dalam prows irplementasi

disinyalir .- memiliki peran  penting®, dalam
mempendaruhi  implementasi| - program €l &etronic
government ' melalui

penyelenggaraan Websl te
Pemerl ntah Kota Singkawang. .

B Tahapintepretas

= Tahap Intepretas merupakan tahapan penjabarar‘l

Sebuah - kebijakan yang masih bersifat-abstrak ke

dalam kebijakan yang lebih bersifat teknjs

operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis

ﬁa@g akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajesial
lkebuakan manajerial akan dijabarkan dalam

.-menghada\m permasalahan dalam organlsas!r'ya_ ‘ jkeb] .akan teknis operasional.
Aplikes ini adalah suatu varian dengan KORSEP S Bialam proses implementasi program electronlc

adm| nistras  serta ilmu

manajemen  yang' = government

melalui  penyelenggaraan  website

menekankan pada terciptanya tujuan kebijakan l' Pemerintah Kota Singkawang, diketahui bahwa upaya

yang efektif dan efisien serta dilaksanakan oleh
suatul; pelayanan sipil yang Objektlf (dalam
Joneﬁ-lggl 328)

Berdasarkan pernyataan tersebut maka aplikasi
kebijakan publik ini merupakan ‘upaya ‘yang
menekankan the establishment of policy goals, agar
tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai secara efektif
dan efisien (to be effectiVely-and, efficiently) dalam
pengelolaan data secara elektonik pada~Bagian
Pengelolaan Elektronik Setda Kota Singkawang.

D. PENGINTEGRASIAN DATA ELECTRONIC
GOVERNMENT KE DALAM WEBSITE
PEMERINTAH DAERAH

Dari pemahaman Implementasi program dan
melihat permasalahan yang ada mengena
implementasi program Electronic Goverment Melalui
Penyelenggaraan  Website  Pemerintah  Kota
Singkawang dapat digambarkan bahwa implementasi
Triatmojo
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Pemerintah Kota Singkawang melalui i Bagian
Pengolah Data Elektronik Setda Kota Smgkawang
telah tegambar secara jelas baik itu dari kebijakan
strategis berupa.adanya-misi Walikotas'Singkawang
yang termuat. dalam Peraturan Dagrah Walikota
Sihgkawang Nemor. 07 Tahun 2008,tentang Rencana
Panjang Jangka Menengah Daerah’Kota Singkawang
Tahun 2008-2012 vyaitu pada” misi mempercepat
pelaksanaan_tata-pemerintah yang baik. Pada misi
tersebut menggambarkan upaya pemerintah kota
singkawang agar dapat memberikan pelayanan
informasi yang efektif dengan mempublikasikan data
secara elektronik melalui website Pemerintah Daera
yaitu Singkawankota.go.id. Begitu juga pada
kebijakan  Sekretariat Daerah yaitu Optimalisas
pengembangan e€lectronic government. Sehingga
dengan adanya kedua unsur tersebut program
electronic government yang ada pada Pemerintah
Kota Singkawang khususnya pada Bagian Pengolah
Data Elektronik Setda Kota Singkawang dapat
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terselenggara  dengan  baik website
singkawangkota.go.id.

Kebijakan manajerial yang berupa Surat Edaran
Walikota Singkwang tentang Penggunaa nama
domain Situs Web resmi Pemerintah Kota
Singkawang, dengan adanya domain website
singkawangkota.go.id. tersebut maka setiap informasi
maupun data perkembangan data pemerintah Kota
Singkawang dapat dipublikasikan atau ditampilkan
melalui website tersebut

Serta kebijakan teknis operasional berupa Surat
Permintaan Data dan mana Petugas Pengolah Data,

dengan adanya surat tersebut maka diwajibkan kepada

pada

Elektronik Setda Kota Singkawang supaya tersebut
jelas arah dan kebijakannya dimengerti maka telah
dilaksanakannya sosidlisas penyajian  informasi
secara elektronis berbasis website

Berdasarkan hal tersebut pentingnya sosialisasi
penyajian informasi secara elektronis berbasis website
sehingga SKPD dapat mengetahui kebijakan dari
program electronic government.

2. Tahap Pengorganisasian

Organisasi dalam hal ini merupakan aktivitas
untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta
metode-metode yang diperlukan guna mencapai

setigp SKPD di lingkungan Pemerintah,. Kota ﬁJjUan sfujuan yang terkandung di dalam kebijakan.

Singkawang agar dapat menyampaikan data§K PDnya
melalui petugas Pengolah Data sehfngga hasil dari
data yang telah di serahkan ksebada Bagian Pengolah
Data Elektronik Setda ota Singkawang dapat
dipublikasikan padawébs te singkawangkota.go.id.
Sebagai upaya Bagian Pengolah Data Elektronik
Setda Kota Smgkawang agar Satuan Kerja Perangkat
Daerah di-ingkungan Pemerintah Kota Singkawang
dapat_piémahami tentang tujuan program électronic
government. Bagian PDE setda Kota Singkawang
telah melakukan =.sosialisas mengenai  perlyajian

informasi secara elektronis berbasis website. Sehingga prog[am

dengan adanya sosidlisas tersebut Satuan Kerfa

angkat Daerah Pemerintah Kota Singkawang
diharapkan-dapat mendukung penuh terselenggaranya
program electronic government melalui  website
Pemerintah-Kota Singkawang.

“;F Berdasarkan  hasil  wawancara
Kebljakan Strategis pada Implementasi Pr
Electfonic Government melalui

a”#'l

penyelenggarsan = sehj ngga data yang telah ada diolah dan di tampH kan

Organisas’ merupakan kesatuan orang-orang yang
melakukan pekeqaan daam ruang lingkup
administrasi. Tujuan " awal dari organisasi adaleh
menjaankan program—program yang dirancang. Pada
tahappengorganisasian lebih mengarah pada proses
pelaksana kebijakan,» standar presedur operasi
(Standard Operating Procedure) atau SQP, sumber
daya, penetapan manajemen pelaksanaan kebuakan
dan penetapan jadwal kegiatan.

Pada tahap pengorganisasian ini sebagai up‘aya
untuk*mencapai pencapaian tujuan dari implementasiy
" electronic government melalui
penyelenggaraan  website  Pemerintah Kota
Singkawang dapat terlaksana yaitu - melakukan
pengumpulan data dengan berkoordinasi melalui
ﬂetugas pengelola data pada masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Singkawang
EZE."K dilakukan penghimpunan data “olen Bagian

ah Data Elektronik Setda Kota Singkawang

website Pemerintah Kota Si ngkawang, Kepala Bﬁ,[anl ' padawebsite Singkawangkota.go.id.

Pengol'ah Data Elektronik mengatakan:

Bahwa=r kebijakan umum atau strategis
dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Pemerlntah Kota Sngkawang Tahun 2008-
2012. Misi kévke IV ’Memper cepat ‘Pel aksanaan Tata
Pemerintahan %yang Baik”. Dan. Mis _electronic
government juga, terkandung: isu! stratetis: untuk
melakukan pengoptimalan electronic government”.
Hal yang sama mengenai_kebijakan manajerial dan
kebijakan teknis operasional”~diungkapkan__oleh
Kepala Bagian Pengolah Data  Elektronik
mengatakan: “yaitu dikeluarkan atau diterbitkannya
Surat Edaran Walikota Singkawang Nomor
SE:550/135/PDE situs web resmi Pemerintah Kota
Sngkawang..... Serta kebijakan teknis operasional
yaitu mengirimkan surat melalui Sekretaris Daerah
Kota Singkawang kepada SKPD PemKotv
Singkawang untuk dapat mengirimkan data dan nama
petugas pengolah data di SKPDnya™.

Sebagai upaya arah kebijakan dari program
electronic  government Bagian Pengolah Data
Triatmojo

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Dalam upaya tesebut juga Bagian Pengolah Data

terteral | Elektronik Setda Kota Singkawang setiap tahunnya

mengirmkan surat permintaan data pada,masing-
masing Satuan Kerja -Perangkat Daerah Kota
Singkawang yaitu pada tahun 2009, 2010; 2011, dan
tahun 2012 sehinga~SKPD"tersebut tidak lupa untuk
mengirimkan datanya kepada Bagian ;Pengolah Data
Elektronik: Setda Kota Singkawang. Bagian PDE
Setda Kota Singkawang akan melakukan inventarisir
SKPD vyang belum mengirimkan data dengan
melakukan -pengeeekan pada buku inventarisasi data
sehingga dapat diketahui SKPD mana sgja yang
belum mengumpul kan data.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses
implementasi  program optimalisasi pelayanan air
bersh di Kecamatan Pontianak Barat, Standar
Prosedur Operasi belum ada karena ini bentuk dari
pertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepada
staf yang bersangkutan dalam melakukan suatu
kegiatan atau pekerjaan supaya didapat hasil yang
sempurna dan optimal.
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terkait
dengan Standar Operass Prosedur Operasi, staf
pengolah kebijakan Perhubungan Komunikasi dan
Informatikan menyatakan bahwa :

Kita disiini belum adanya SOP sehingga jika
ada suatu pekerjaan ada petunjuk-petunjuk teknis
dalam bekerja. Diharapkan untuk ke depannya pihak

pimpinan  membuat SOP  tersebut  untuk
mempermudah dalam bekerja”.
Berdasarkan pernyataan informan tersebut

dikemukakan bahwa belum adanya Standar Prosedur
Operasi bahwa belum adanya SOP dalam suatu
pekerjaan dikhawatirkan tidak dimanfaatkan seeara
maksimal tahapan-tahapan dalam pekeﬂaan oleh
aparatur Bagian PDE sehingga nant’r’nya tujuan yang
telah ditetapkan oleh Bagian™ PDE dapat berjalan
dengan lancar yang sesual jika ada petunjuk ataupun
arahan dalam StandaOperasi Prosedur.

Berdasarkanr ‘hasil wawancara. peneliti, terkait
dengan sumber daya manusia yang ada pada
Implementdsi  Program  Electronic  Government
melalui#penyelenggaraan  website Pemerintah Kota
Smgj('awang Kasubang Pengolah Data dan’ Satana
Teknologi Informasi mengatakan: \

 “Sumber.daya manusia pada Bag|an Pengolah

Dari beberapa hal mengenai Sumber Daya
Manusa, dapat disimpulkan bahwa staf atau aparatur
yang ada pada Bagian Pengolah Data Elektronik Setda
Kota Singkawang sudah sesuai dengan kebutuhan
organisas terlihat ada beberapa staf yang berlatar
belakang pendidikan komputer. Selain itu juga demi
kelancaran pelaksananaan tugas pada Sub Bagian
Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Bagian
Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang
agar jabatan tersebut segera diisi oleh pegjabat yang
berkompeten dan agar Badan Kepegawaian dan Diklat
Kota Singkawang untuk segera mengisi kekosongan
_jabatan tersebut sehingga tidak lagi menggangu tugas
§Ub-B.agian Pengolah Data dan Sarana Teknologi
Informasi “sebagai akibat dari kekosongan jabatan
tersebut. S

Pengalokasian “mggwm untuk proses
implementas program "program e-government
melalti . penyelenggaraan website. Pemerintah Kota
Sipada Bagian Pengolah Data Elekirenik Setda Kota
Singkawang berasal” dari - Anggaran*sPendapatan
Belanja Darah Kota Singkawang. .

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, “terkait
dengan’ sumber daya keuangan yang ada pada
Implementasi. Program  Electronic Government.
melalui  penyelenggaraan websitesPemerintah Kota

Data Elektronik Setd Kota Singkawang yaift Sngkawang Kasubang Pengolah Data. dan Satana

IjEegawal atau staf yang ada di Bagian Pengolah
ata Elektronik tersebut berlatar  belakang
pendidikan 1 (satu) orang S1 Manajemen informati ka
pa a Sub“Bagian Data dan Sarana Teknologi ‘'dan 2

T-eknolog| Informasi mengatakan:

] “Pelaksankaan electronic government
khususnya pada Bagian Pengolah Data Setda Kota
Singkawang merupakan inisiatif pemerintah Kaqta

g berpendidikan Sl teknologi informatikal pgéda! E kawang yang mendapat dukungan dari berbagai
T h

b agian Sarana Informasi dan Perangkat Lul
-‘Namun salah satu Kepala Sub Bagian Perang

gkat =~ an
L unaky Bagian Pengolah Data Elektronik mengdsqmlln TAS
kekosongan sgjak tahun 2011 hal ini tentunya tugas- dan

K termasuk dari pihak legidatif yang menyetu1u|
ran sekitar Rp 635.313.375,- pada tahap awal
009 untuk pengembangan jaringan komunikasi

informasi  serta pemeliharaan  website

tugas yang ada pada Kepala Sub Bagian Perangkat | " Singkawangkota.go.id sebesar Rp 108.400.000;-.

Lunak akan mengalami kendala tidak berjalan secara .

optimal. %
Hal yang sama diungkapan oleh Kasubag

Pengolah Data dan Satana Teknolog| Informasi’
mengatakan y !
Tuga&tugas yang saya tangani ‘menjadi

bertambah dikarenakan pejabat yang mengisi jabatan
Sub Bagian Sstem Iaformasi dan Perangkat Lunak
sampai dengan saat ini ‘belum-ada yang mengisi
jabatan tersebut, ini merupakan kemauan saya tapi ya
sudahlah akan saya jalani sesuai juga pada tugas dan
fungs pada Sub Bagian informasi dan Perangkat
Lunak yang diberikan oleh pimpinan”.

Jadi disini dengan adanya beban kerja yang
bertambah maka tugas dan fungsi pada sub Bagian
Informasi dan dan Perangkat Lunak nantinya tidak
akan berjalan secara optimal. Hal ini terus diupayakan
dengan menyurati Badan Kepegawaian dan Diklat
Kota Singkawang agar jabatan pada Sub Bagian
Sistem Informasi dan Perangkat lunak dapat terisi.
Triatmojo
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Dari bebergpa hal mengenai sumber daya
keuangan, dapat- disimpulkan bahwa’ respon
pemerintah= Kota Singkawang melalgi Bagian

Pengolah Data ElektroniksSetda Kotay'Singkawang
sangat mendukung.terhadap upaya program electronic
government terlihat anggaran yang.*bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja® Daerah Kota
Singkawang dari tahun 2009 sampai dengan 2012.

) Sedangkan,..untuk="peralatan atau infrastrukur
Adapun peralatan atau infrastruktur teknologi yang
telah dipersiapkan oleh Bagian Pengolah Data
Elektronik Setda Kota Singkawang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terkait
dengan sumber daya keuangan yang ada pada
Implementasi  Program  Electronic  Government
melalui penyelenggaraan website Pemerintah Kota
Singkawang, staf informasi dari informan penyaji data
base dan infrastruktur jaringan mengatakan:

“Penyelenggaraan website Pemerintah Kota
Sngkawang diataranya pemasangan jaringan Sstem
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Inforamsi Local Area Network (LAN), jumlah
komputer yang tersedia dalam pengolahan data
elektronik yaitu: (1) Komputer: sebanyak 3 unit, (2)
Komputer Server sebanyak 4 unit, (3) Ups sebanyak
1 unit, (4) Sabilizer sebanyak 1 unit, (5) Rack Server
sebanyak 1 unit, (6) Mikrotik sebanyak 2 unit, (7)
Nano Sation sebanyak seri 5 sebanyak 8 unit, (8)
Nano Sation seri 2 sebanyak 2 unit, (9) Antena Grid
sebanyak 3 unit, (10) Laptop sebanyak 2 unit, (11)
DVR cctv sebanyak 2 unit, (12) Nvr cctv sebanyak 2
Unit, (13) Kamera CCTV yg sudah di pasang
sebanyak 16 Unit, (14) Kamera |p yg sudah di pasang
sebanyak 4 Unit™.

Dari beberapa hal peralatan, dapat dlsmpui-kan
bahwa infrastruktur atau peralatan sangate@i «eibutuhkan
supaya program electronic goverr\mehf dapat berjalan
dengan lancar. Namun ,»-sieba| knya pembelian
peralatan-peralatan tersebdf' benar-benar tepat sasaran
sesuali dengan kebumhan Bagian PDE Setda Kota
Singkawang. ¢ o

Dalam M'ana;emen pelaksanaan kebijakan lebih
ditekankan*pada pola; kepemimpinan dan -koordinasi
dalam smelaksanakan “Sebuah kebijakan. * +Apabila
d|tur3fuk salah satu di antara pelaku kebljakan untuk
menjadi koordinater biasanya lembaga.yang terkait
grat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas
sebagai leading sector bertindak sebagai koordi nator
dglam pel aksanaan kebijakan tersebut.

| Berdasarkan hasil wawancara peneliti,. terkait
Mégajemen Pelaksaan Kebijakan yang ada pada
Implementasis Program  Electronic Government

kegiatan yang dilaksanakan atau direncanakan pada
tahun tersebut memuat gambaran kapan dimulai dan
diakhiri kegiatannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terkait
Penetapan Mangjemen Pelaksanaan Kegiatan yang
ada pada Implementass Program Electronic
Government melalui  penyelenggaraan  website
Pemerintah Kota Singkawang, Staf informan penyaji
data base dan infrastruktur jaringan mengatakan:

“Untuk menetapkan jadwal kegiatan untuk
pelaksanaan kegiatannya terlebih dahulu kita akan
membuat time schedule atau perencanaan kegiatan
_selama satu tahun pada Tahun Anggaran berjalan™.
‘f‘meq:hedule ini akan disesuaikan dengan Dokumen
Pel ak&anaaﬂAnggaran Sekretariat Daerah khususnya
pada Bagian Pen'gojah Data Setda Kota Sngkawang™

Jadi dapat dis mpuLkan bawaha dengan adanya
penetapan jadwal keg|atan dengan menggunakan time
schedule ‘tesebut; maka kegiatanskegiatan yang akan
dilakukan terlaksana 'sesuai dengan perencanaan-
perencanaan yang ~sudah . ditetapkanssebelumnya
meskipun térkadang time schedule tersebutterkadang

ada hal yang diluar prediksi pada saat membuat, time
shcedulenya. N
3. Tahap Aplikasi
_ Tahap aplikas merupakan penerapan secara
rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan
Gengan: melakukan  kegiatan-kegiatan  untuk
tercapainya tujuan kebijakan. Sesuai Instruksi
Presiden Berdasarkan Instruksi Presiden' Nomor 03

melalui penyelenggaraan website Pemerintah | Kot aa ]gznhun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional
'y

Singkawang, Staf informan penyaji data basé'fd
mfraﬂtruktur jaringan mengatakan: i

“Koordinasi yang kita lakukan disini wtul Si awangkota.go.id
dengan, melibatkan petugas pengelola data pada " program
rutin l' penyelenggaraan

masing-masing  SKPD  untuk  dapat
mendlstrl'buskan atau menyerahkan data sesuai
dengan pefmintaan meskipun ada juga petugas SKPD
yang belung mendlstrlbuskan atau menyerahkan
datanya”. &

Dari beberapa hal mengenai Penetapan
Manajemen Pel aksanaan Kegiatan, dapat disimpulkan
bahwa bentuk koGkdinasi yang telah dilakukan oleh
Bagian Pengolah 'Bata Elektronik Setda Kota

Singkawang dengan masing-masing.. Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kota Singkawang yaitu dengan
melalui sms ataupun telpon, namun jika masih ada
yang belum menyampaikan datanya maka Bagian
PDE akan ke SKPD tersebut untuk mengambil data
sesuai dengan permintaan.

Dalam Jadwal pelaksanaan sebagai pedoman
dalam melaksanakan kebijakan tetapi sekaligus dapat
dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja
pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, setiap
pelaksanaan  kebijakan perlu  disusun jadwal
pelaksanaan kebijakan. Fungsi time schedule supaya

Triatmojo
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

bangan E-Govenrment, serta Surat Edaran

- Walikota Singkawang 50/135/PDE tentang doghain

dalam  pengaplikasiannya
electronic government melal ui
website Pemerintah & Kota
Singkawang, sebagai |eading sector Bagian Pengolah
Data Elektronik Setda Kota Smgkawang belum
berjalan-dan-optimal. .

Dalam tahap aplikasi*ini, ada beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Singkawang ' .dalam memberikan data tersebut
ada’s yang rutin  ataupun sama sekali tidak
mengumpulkan data sehingga-mengakibatkan data
pada website. sngkawangkota_go id tidak secara
lengkap data yang ada pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah tesebut yang tidak memberikan datanya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, mengenai
Tahap Aplikas Program electronic goverment pada
Implementasi  Program  Electronic  Government
melalui penyelenggaraan website Pemerintah Kota
Singkawang, Pengelola Data Base Sistem Informasi
mengatakan:

Namum dalam aplikasinya ada beberapa
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang
yang belum rutin untuk memberikan data SKPDnya,
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untuk yang rutin sih enak mas nah kalau yang tidak
rutin ini buat kita repot jak sehingga pihak Bagian
PDE sendiri turut langsung mengambil data ke SKPD
yang belum memberikan atau menyerahkan datanya™.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, mengenai
Tahap Aplikasi Program electronic goverment pada
Implementasi  Program  Electronic  Government
melalui penyelenggaraan website Pemerintah Kota
Singkawang, Petugas Pengelola Data SKPD
mengatakan:

“Bahwa kita selalu memberikan data sesuai
dengan permintaan dari Bagian Pengolah Data
Elektronik  Setda  Kota ~ Singkawang
mengumpulkannya sesuai dengan jadwal yang.tel‘aﬁ
diberikan oleh Bagian PDE, akan tetapis KAmi selalu
berupaya agar data yang terkumpal” tersebut benar-
benar lengkap hanya sajafpérmasalahan dikantor
mengingat kami Juggj..sf'ﬁuk dalam menjalankan
program dan kegiatam'kantor lainnya™

Jadi berdasakan hal tersebut diatas, supaya data
yang ter&ampal kan dan_ lengkap maka perlu
diupayakan”diantaranya peran pimpinan Satuan Kerja
Perangkét Daerah di. Kota Singkawang agar selalu
mengigatkan staf. yang ditunjuk sebagai petugas
pengelola data pada masing-masing .SKPD', agar
memberikan data tersebut kepada Bagian Pengolah
aata Elektronik Setda Kota Singkawang sesudl

gan waktu.yang telah ditentukan, dan hendakanya
p ugas yang ditunjuk untuk mengelola data pada
ifé’D benar-benar pegawai yang tidak mempunyal
kap kerja, dan apabila petugas pengeloa data
D di mutas supaya cepat dilakukan pergantian

Jangan sampai tidak ada petugas pengelola dat&pada!.,
~ Electronic Government

SKPB yang kosong . A

dan_

“Untuk sekarang kita hanya membuat website
sebatas hanya untuk memberikan data informasi
perkembangan pemerintahan Kota Sngkawang, siapa
saja dapat melihat data dan informasi mengenai roda
pemerintahan  Kota  Sngkawang dan bisa
mendownload produk hukum peraturan-peraturan
yang telah ditetapkan oleh DPRD”

Perlunya penambahan-penambahan  aplikasi
lainnya pada website singkawangkota.go.id sehingga
website tersebut menjadi website yang multifungs

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, mengenai
penambahan aplikasi website Program electronic

overment pada Implementas Program Electronic

overpment  melalui  penyelenggaraan  website
Pemeri r'ltah"KQ'tla Singkawang, masyarakat pengakses
website mengatakan;,

“Bahwa isi darf" webste singkawangkota.go.id
isinya™ sudah cukup baiks, meski pun diperlukan
penambahan-penambahn sepéru_ belum adanya
peraturan ataupun keputusan—kepfjtugan yang telah
dihasilkan oleh Walikota Singkawang*supaya kite
warga masyarakat Sngkawang —dapat®, melihat
informasi' tersebut™.

Masih menggunakan atau menyewa hosti ng peda
Pontianak Post di Pontianak, “jiwa sewaktu- Waktu
hosting tersébut mengalami gangguan mengakibatkan
I___terputusnya akses ke website Singkawangkota.go.id
sehl ngga informas dan data tidak dapat diakses oleh
Pegawai di lingkungan pemerintah Kota-Singkawang
atau pengunjung yang ingin melihat website tersebut

w Berdasarkan hasil wawancara penefiti, mengenal
naan hosting pada Implementasi Program
melalui  penyelenggaraan

ain itu juga, dalam tahap aplikasi ini Jlk&@dal . I-vv@&_ie Pemerintah Kota Singkawang, PengelolaiData
SKPD 'yang belum mengumpulkan atau menyerahkan  Base Sistem Informasi mengatakan:

datanyaitersebut sesuai dengan permintaan maka |

Bagian PDE sendiri akan langung .turun ke SKPD
tersebut ‘untuk  mengambil- datanya sehingga
memerlukant waktu lagi untuk menghimpun-.data
tersebut idan diolah pada webite
singkawangkota.go.id.

Pada program electronic. government .melalui
penyelenggaraan ¥, website Pemerintah Kota
Singkawang ini jenisspelayanan yang diberikan pada

website Singkawangkota.go.id=hanya _sampai pada

tahap Publish yaitu komunikas satu arah dimana,
pemerintah mempublikasikan data dan informasi yang
dimilikinnya untuk dapat secara langsung dan bebas
diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan
Berdasarkan hasil wawancara peneliti, mengenai
Pelayanan website Program  electronic
goverment pada Implementasi Program Electronic
Government melaui  penyelenggaraan  website
Pemerintah Kota Singkawang, Penygji Data Base
Kota dan Infrastruktur Jaringan mengatakan:
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jenis

“Saat ini memang benar Bagian PDE mash
menggunakan atau menyewa hosting pada Pontianak
Post sgjak 01 Oktober-2013 yang sebeluminya juga
masih.menampang atau .menggunakan hesting pada
Badan Pengkajian—dan- Penerapan Teknologl di
Jakarta”.

", Penggunaan hosting yang tldak mandiri atau
menumpang pada pihak swasta mengakibatkan jika
sewaktu-waktu hosting pada Pontianak Post dilakukan
perbaikan server.seperti-dilakukan scanning antivirus
maka yang terkena dampaknya adalah website
singkawangkota.go.id yang sehingga apabila ada yang
mengakses website tersebut akan mengalami
gangguan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah
diuraikan sebelumnya, maka pada penulis mengambil
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kesmpulan dan memberikan saran-saran  sebagai
berikut:

5.1.1. Tahap Intepretas

Tahap Intepretasi, pada Kebijakan strategis ini
memuat Misi Kota Singkawang serta kebijakan dalam
misi Sekretariat Daerah Kota Singkawang dalam
pengembangan electronic government pada kebijakan
dan Kebijakan mangjerial yaitu Surat Edaran
Walikota tentang penetapan domain website
singkawangkota.go.id. yang selanjutnya tindak lanjut
surat ke SKPD lingkungan Kota Singkawang pada
kebijakan teknis operasional. Supaya dalam kebi Jakan
program electronic government dapat berjalan.méka
harus mengkomunikasi kepada Satuﬁn Kerja
Perangkat Darah suapaya arah_darf kebijakan dari
program tersebut jelas. Bentuk dari
pengkomunikasian ter@ﬂf' yaitu Bagian -Pengolah
Data Elektronik Setda Kota_ Singkawang telah
melakuan sosah%s melalui  penygjian informasi
berbasswebsrte

S@rén yang disampaikan berkenaan dengan hal
tersebUt yaitu, Pada tahap intepretasi, hendaknya
sosidisas mengenai penyajian informasi di lakukan
setiap tahunnya. sehingga dapat diketahui, mengenai
Kemajuan dari implementas program ‘electroniC_t
government - melalui  website  penyelenggaran

eri ntah K ota Singkawang. 1
5. 1|'2 Tahap Pengorganisasian '

Government penyelenggaraan  pada

pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Singkawang yang cukup baik.

e. Penetapan jadwal kegiatan berdasarkan time
schedue, Bagian Pengolah Data Elektronik Setda
Kota Singkawang dalam melakukan kegiatan
menggunakan time schedule.

Saran yang disampaikan berkenaan hal tersebut
yaitu Pada tahap Pengorganisasian dalam hal
pelaksana kebijakan supaya dapat melibatkan unsur
swasta agar lebih lengkap lagi data yang ada pada
website, hendaknya dibuat standar prosedur operasi
_pada Bagian pengolah Data Elektronik Setda Kota
§ihgke;wang sehingga dalam melakukan pekerjaan
dapat dilakukan secara optimal, sumber daya manusia
mengenai pa;abat wang belum diis pada Kepaa Sub
Bagian Sistem Informasi, dan Perangkat Lunak agar
Badan™K epegawaian Daerah K ota Singkawang untuk
segera melakukan pengisian pej’abat pada Sub Bagian
Sistem Informasi dan Perangkaf*sLunak Bagian
Pengolah Data Eléktronik Setda Kota *Singkawang,
penetapan.‘manajemen pelaksana kebijakan, dengan
terus berkoordinasi petugas bagian pengelola, data
SKPD .terkait agar data yang disampaikan sesuai
dengan permintasan Bagian ““PDE Setda Kota
Singkawang dan jika petugas pengelola data SKPD:
tersebut mutasi supaya dapat dilaporkan kepada
Baglan PDE Setda Kota Singkawang untuk dilakukan
Pergantian  petugas, Penetapan Jadwal- Kegiatan
Perdasarkan time schedule yang telah dibuat agar
pelaksaan program dan kegiatan pada Bagign

terlaksana yang sudah ditetapkan sebel umnya.

“J Dalam proses Implementasi Program Elec:robg Een_%lah Data Elektronik Setda Kota™Singkawang
'y

Pemerintah K ota Singkawang yaitu: "
a Pelak

Elektronik
melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Pemerintah K ota Singkawang.

b. Standar " WProsedur Operas (standard™ operating
procedurg), belum adanya=SOP pada Bagian
Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang
sehingga mengak| batkan pekerjaan yang dilakukan
stafnya belum Optimal.

c. Sumber Daya kewangan, manusia dan peralatan.
Adanya dukungan dana™dari- pemerintah Kota
Singkawang, pihak legislatif sehingga program
electronic government dapat terlaksana, serta
sumber daya manusia yang berlatar belakang ilmu
komputer telah memadai, untuk jabatan Sistem
Informasi dan Perangkat Lunak yang belum terisi
dan juga peralatan atau infrastruktur telah tersedia
meskipun nantinya kedepannya akan ditambah
lagi sesuai dengan kebutuhan.

d. Penetapan manajemen pelaksanan kebijakan,
adanya koordinasi dengan petugas pengelola data
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« 4
sana kebijakan, dalam proses |mplem$ta5|| .
eleGtronic government yaitu Bagian Pengolah Data

ﬁtTahapApllkas, _-
Implementasi proses electronic government

Setda Kota Singkawang Sertal'penyelenggaraan website pada Bagian Pengolahan

Data Elektronik Setda Kota Singkawang sudah cukup
efektif dan efisen meskipun ada bebérapa hal
diantaranya= ,masih ada beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah -di—kingkungan Pemerintah Kota
Singkawang _yang 'masih belum mengumpulkan
datanya ‘sehingga’staf Bagian PDE akan turun
langung ke SKPD terkait guna méngambil datanya.
Kemudian pada website singkawangkota.go.id hanya
menampilkan_komunikas” satu arah yaitu pada tahap
publish ™ memberikan fasilitas informas  dan
mendownload data, serta untuk hosting yang masing
menumpang pada Pontianak Post jiwa sewaktu-waktu
hosting tersbut mengalami gangguan maka, jika ada
yang mengaksesnya maka tidak dapat terakses pada
website singkawangkota.go.id.

Saran yang disampaikan berkenaan dengan hal
tersebut yaitu, Pada tahap aplikasi, yaitu dengan

memberikan  batas waktu untuk  melalukan
pengumpulan data kepada Bagian Pengolah Data
10
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Elektronik Setda Kota Singkawang dan berkoodinasi
dengan petugas pengolah data masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Singkawang data yang sudah ada dapat
ditampilkan pada websiste singkawangkota.go.id,
serta melakukan pemberitahuan kepada Bagian PDE
Setda Kota Singkawng jika ada petugas yang mutasi.
Kemudian melakukan penambahan aplilasi pada
website singkawangkota.go.id sehingga website tidak
sgja befungs menampilkan informasi sgja, tetapi
berfungs juga sebagai sarana interaksi, serta dengan
adanya pembelian perangkat hosting pada Bagian

Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang

sehingga meminimalisir terputusnya D;k'?..pfﬁ%' i

website Singkawangkota.go.id. meski ari  segi
teknis membutuhkan biaya yang_ti begitu sedikit
dalam upaya pengembang engelolaan electronic
government di Pemeri Kota Singkawang dapat
berjalan secara optil % ¥
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